BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dari penelitian tentang peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
terhadap perbaikan kerusakan jalan berdasarkan Peraturaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten
di Kabupaten Pesisir, dapat disimpulkan:

1. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten
Pesisir Selatan memiliki peran penting dalam perbaikan jalan sesuai
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah.
DPUTR bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi
perbaikan jalan dengan memperhatikan fungsi ruang wilayah agar
pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dengan Kkelestarian
lingkungan. Koordinasi dengan berbagai pihak dari desa hingga pusat
dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan tata ruang dan
pembangunan jalan yang efektif. Prioritas perbaikan didasarkan pada
kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah guna memaksimalkan
manfaat dan mendorong pertumbuhan. Selain itu, DPUTR mengoptimalkan
sumber daya, anggaran, dan SDM agar perbaikan jalan dilakukan efisien,
transparan, serta menghasilkan infrastruktur berkualitas dan tahan lama bagi

masyarakat.
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2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten

Pesisir Selatan

e.

f.

Lokasi ruas jalan dalam kawasan hutan lindung dan produksi terbatas
Hambatan administratif dalam penggunaan kawasan hutan

Tantangan geografis dalam pembangunan infrastruktur jalan

Dampak cuaca ekstrem dan peran masyarakat terhadap ketahanan jalan
Minimnya anggaran karena efisiensi

Keresahan masyarakat akibat kerusakan jalan

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Pesisir Selatan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten

Pesisir Selatan

a.

€.

f.

B. Saran

Prosedur perizinan dan kajian lingkungan dalam pembangunan jalan di
kawasan hutan lindung

Strategi penanganan regulasi pembangunan jalan di kawasan hutan
Karakteristik geografis wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanganan kerusakan jalan akibat cuaca ekstrem dan peran masyarakat
di Kabupaten Pesisir Selatan

Optimalisasi sumber dana untuk perbaikan infrastruktur jalan

Perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal

1. Agar pemerintah memastikan bahwa regulasi tata ruang dan pembangunan

infrastruktur jalan berjalan sinergis dan mudah diimplementasikan,
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termasuk dengan mempermudah proses perizinan tanpa mengabaikan
aspek lingkungan.

. Agar pemerintah memfasilitasi serta mendorong koordinasi lintas sektor
dan antar tingkatan pemerintahan untuk program perbaikan jalan dapat
terintegrasi secara efektif dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Pemerintah juga perlu menyediakan program pelatihan, pendampingan,
dan fasilitas teknologi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
(DPUTR) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
perbaikan jalan. Lebih jauh, keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta
dalam pembangunan jalan dapat didorong melalui mekanisme kemitraan,
sehingga proses perawatan dan pemeliharaan jalan menjadi lebih optimal
dan berkelanjutan.

. Agar masyarakat aktif menjaga dan merawat fasilitas jalan dengan cara
menghindari penggunaan jalan yang tidak sesuai atau yang dapat merusak
badan jalan.

Dukungan dan kerja sama dari masyarakat sangat penting dalam
mendukung program pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang (DPUTR), termasuk dengan mematuhi aturan serta tata tertib
penggunaan jalan yang berlaku. Kesadaran masyarakat akan pentingnya
menjaga lingkungan sekitar jalan juga harus terus ditingkatkan agar
infrastruktur dapat berfungsi optimal dan memiliki umur yang panjang,
sekaligus menghindari kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di
sekitar jalan. Di tingkat lokal, masyarakat juga dapat menggalang kegiatan

gotong royong sebagai bentuk partisipasi langsung dalam pemeliharaan
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jalan, sehingga fasilitas umum ini dapat terjaga dengan baik dan

berkelanjutan.
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